
 

 
 

 

 

 
BUPATI BURU SELATAN 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN 

NOMOR 18 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BURU SELATAN, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru 

Selatan; 

Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah     (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4878); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah di ubah 



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buru Selatan Tahun 2017; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru 

Selatan; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BURU SELATAN.  

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Buru Selatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buru Selatan yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD 

dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota 

DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dalam 

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. 

10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin 

Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk 

menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 



13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai 

Pimpinan dan Anggota DPRD. 

14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat 

DPRD. 

15. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap 

bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai 

ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD. 

16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap 

bulan kepada Pimpinan dan Angota DPRD sehubungan dengan 

kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat 

Kelengkapan DPRD. 

17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka 

mendorong peningkatan kinerjanya. 

18. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka 

untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di 

daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. 

 
 

BAB II 

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 2 

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang 

pajaknya dibebankan pada: 

a. APBD, meliputi: 

1. uang representasi; 

2. tunjangan keluarga; 

3. tunjangan beras; 

4. uang paket; 

5. tunjangan jabatan; 

6. tunjangan alat kelengkapan; dan 

7. tunjangan alat kelengkapan lain. 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 

1. tunjangan komunikasi intensif; dan 

2. tunjangan reses. 

(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai besaran penghasilan pimpinan dan anggota  DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam 

lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru 

Selatan. 

 

  Ditetapkan di Namrole 

       pada tanggal 11 September 2017 

   BUPATI BURU SELATAN, 

         
        TAGOP SUDARSONO SOULISA 

 

 

Diundangkan di Namrole 

pada tanggal 11 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, 

    

 

 

SYAHROEL AMRIE ENGELEN PAWA 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  TAHUN  2017 NOMOR 18 

 

PARAF KOORDINASI 

SEKDA  

SEKRETARIS DPRD  

ASISTEN II  

KEPALA BPKAD  

KABAG HUKUM  

 

 



LAMPIRAN  PERATURAN  BUPATI BURU SELATAN

NO. JABATAN URAIAN JUMLAH (Rp) KET.

1 3 4 5 6

1 Ketua Setara gaji pokok Bupati 2.100.000 Diberikan setiap bulan

Wakil Ketua 80% dari uang representasi Ketua DPRD 1.680.000

Anggota 75% dari uang representasi Ketua DPRD 1.575.000

2 Tunjangan Keluarga

2,1 Suami/isteri Ketua Disesuaikan dengan tunjangan suami/isteri pada ASN 210.000 10% dari uang representasi 

Wakil Ketua Disesuaikan dengan tunjangan suami/isteri pada ASN 168.000

Anggota Disesuaikan dengan tunjangan suami/isteri pada ASN 157.500

2,2 Anak Ketua Disesuaikan dengan tunjangan anak pada ASN 42.000 2% dari uang representasi 

Wakil Ketua Disesuaikan dengan tunjangan anak pada ASN 33.600

Anggota Disesuaikan dengan tunjangan anak pada ASN 31.500

3 Tunjangan Beras Ketua Disesuaikan dengan tunjangan beras pada ASN 7.200 Diberikan per jiwa per kg setiap bulan

Wakil Ketua Disesuaikan dengan tunjangan beras pada ASN 7.200

Anggota Disesuaikan dengan tunjangan beras pada ASN 7.200

4 Uang Paket Ketua 10% dari uang representasi Ketua DPRD 210.000 Diberikan setiap bulan

Wakil Ketua 10% dari uang representasi Wakil Ketua DPRD 168.000

Anggota 10% dari uang representasi Anggota DPRD 157.500

5 Tunjangan Jabatan Ketua 145% dari uang representasi Ketua DPRD 3.045.000 Diberikan setiap bulan

Wakil Ketua 145% dari uang representasi Wakil Ketua DPRD 2.436.000

Anggota 145% dari uang representasi Anggota DPRD 2.283.750

6 Tunjangan Alat Kelengkapan Ketua 7,5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 228.375 Diberikan setiap bulan

Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 152.250

Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 121.800

Anggota 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 91.350

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG  PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

JENIS PENGHASILAN

2

Uang Representasi



NO. JABATAN URAIAN JUMLAH (Rp) KET.

1 3 4 5 6

7 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Ketua 7,5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 228.375 Diberikan setiap bulan

Wakil Ketua 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 152.250

Sekretaris 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 121.800

Anggota 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 91.350

BUPATI BURU SELATAN,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

JENIS PENGHASILAN

2


